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KOMISI INFORMASI PUSAT
REPUBLIK INDONESIA

TRANSPARENCY R‘Es
IN DISTRUST AND A DEEP
SENSE OF INSECURITY

“Tidak adanya transparansi
mengakibatkan ketidak percayaan dan
rasa tidak aman yang mendalam”




Komisi Informasi Pusat
Republik Indonesia

Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan instansi Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Daerah, mewajibkan instansi pemerintah pusat dan daerah untuk
membuat laporan kinerja serta membuka akses informasi publik seperti diatur-dalam
UU no. 14 Tahun 2008 (Program Nawa Cita Jokowi — JK)

——

4
“Sumber kekuatan yang baru bukan lagi uang di tangan . "'
segelintir elit, tetapi informasi di tangan semua” (John ’
Naisbitt, Futurolog dan Penulis Buku MEGATREND)

“Informasi adalah kekuatan, terutama ketika persaingan -
mengabaikan kesempatan untuk melakukan hal yang sama” e ———
(Mark Cuban, Pengusaha dan Investor USA) e

BLIE “Membuat publik melek informasi, agar tidak mudah
IW/) termakan fitnah dan caci maki” (Najwa Shihab, Presenter Jurnalis)
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Peraturan
Presiden
(Perpres)

No. 25
Tahun 2018.

Peraturan Pemerintah No. 61/2010

Peraturan Komisi : Peraturan Komisi
Informasi No. 1/2010  / Perki 1/2013 . Informasi No. 1/2017

Prosedur
Penyelesaian
Sengketa
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SEJARAH

*Kebebasan
berorganisasi/be
rpolitik
*Transparansi
*Partisipasi
*Akuntabilitas

REFORMASI

*Negara Cenderung otoritarian
eKonflik Struktural/Kultural
PDemontrasi menjurus
IAnarchi/Kekerasan

KETERBUKAAN
INFORMASI
PUBLIK DI INDONESIA

*Amandemen UUD 45
*UU HAM, UU Pers
*UU Parpol,

*UU Pemilu

2000

Berubah

KOMISI INFORMASI PUSAT
REPUBLIK INDONESIA

*63 organisasi
mempelopori gagasan
RUU Kebebasan
Memperoleh Informasi

*DPR-RI menginisiasi
RUU Keterbukaan
Informasi Publik

*Dinamika Sosial Berubah
*Tata Kelola Pemerintahan

UU Keterbukaan
Informasi Publik
disahkan DPR RI

2008

UU KIP
diberlakukan
mulai 30 April 2010

2010

Komisi Informasi Pusat

Dibentuk

® 2009

2011

Tata Kelola
Pemerintahan
Yang Baik:
Transparan,
Partisipatif,
Akuntabel,
Berkeadilan,
Efektif, Efisien

Open Government
Psrtnership




Transparansi dan
akuntabilitas
Badan Publik

Terciptanya
tata kelola
pemerintahan
yang baik

KOMISI INFORMASI PUSAT
REPUBLIK INDONESIA

MANFAAT UU KIP

Akselerasi
pemberantasan KKN

Optimalisasi
perlindungan
hak-hak masyarakat
terhadap

pelayanan publik




KOMISI INFORMASI PUSAT
TUJ UAN REPUBLIK INDONESIA Mengembangkan

ilmu pengetahuan

KETE R B U KAAN dan mencerdaskan

kehidupan bangsa.
Akuntabilitas

INFORMASI  wemsistan , ievebien
Penyelenggaraan |

peran aktif Ny
masyarakat dalam Negara yang baik i

PUBLIK
kebijakan publik

dan pengelolaan

% Badan Publik yang

3 baik
Partisipasi
Mendorong peran serta
masyarakat dalam proses
pengambilan kebijakan publik

Transparansi
Pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik

yang menghasilkan layanan informasi yang berkualitas Badan
Publik

MENJAMIN HAK ATAS INFORMAS

—
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KOMISI INFORMASI PUSAT
REPUBLIK INDONESIA

JUMLAH HOAX
JULI - SEPTEMBER 2018

Isu Politik
58,7 %

Isu Agama
7,39 %

Isu Lalu Lintas

LR

juli agustus september

Sumber: Mafindo 1 Oktober 2018
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REPUBLIK INDONESIA

&’ BANK INDONESIA f v |

Awicena Albiruni e | Avicena Albiruni
1@ . i Q@

Dari Gadget yg ditemukan JT 610 Lion Al sepertinya Selfie menjelang Jatuh Dari Gadget yg ditemukan JT 610 Lion Alr, sepertinya Selfie menjelang Jatuh

Selamat Kamu Salah Satu 0 \ ' _

Yang Beruntung
Mendapatkan BEASISWA
BANK INDONESIA 2017
Senilai Rp.5.000.000.

MNamun, kenyataan ancaman gempa dan tsunami
m menjadi perhatian
t Kota Manado dan
dini dari bencana
elum menjadi
prioritas utama. Hingar bingar simulasi waspada H H H
ks i Hoax terkait Kecelakaan Jatuhnya Lion Air JT610
terdengar menjadi perbincanga 3
masyarakat Manado. Padahal BMKG
mengingatkan bahwa angka magnitudo gempa
bumi dangkal di zona Sulawesi Utara bisa
mencapai angka 8.1 skala richter, dengan
gelombang tsunami akibat patahan sesar naik
mencapal 15 meter di pesisir Manado dan Bitung.

Potensi bahaya tingkat tingal tersebut sudah
seharusnya mulai detik ini menjadi Fokus

ivishado Bregaj fERemunghinan: - pembinaan bencana bagi penduduk Kota
SLSOIAR Bken Ma.su ~ r_(ma AN berjuluk Sitou Timuo Tumuo Tou. Ayo lekas sigap
PertengatianiBulan Depan ((OKTOBER.),

hadapi risiko Gempa Bumi! (ijal) H OaX TS u n a m i

Category: Gempa Tags: gempa, Gempa Manado




PERILAKU MASYARAKAT

KOMISI INFORMASI PUSAT

MENERIMA HOAX

* KETIKA MENERIMA * ALASAN MENERUSKAN
BERITA HEBOH BERITA HEBOH

Berita Dan Orang

Memeriksa Dahulu o YANG DAPAT o
KEEEMNARAMNMNYA 83'20 J{) DIPERCAYA 4?'1 U ..""u

Langsun Mengira
MENGHAPUS/ 15.90% BERMANFAAT 31.90%
MENDIAMEKAN
Mengira
Langsung BEMNAR
MENERUSKAN
Ingin Jadi

PERTAMA YANG TAHU

Sumber : Mastel 2017
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INFORMASI ‘s
PUBLIK
MELAWAN

Melakukan uji'’konsekuensi

H O AX Y Piz atas informasi
5 4 dan dokumentasi yang

dikecualikan;

Mengoordinasikan dan
mengonsolidasikan
pengumpulan bahan
informasi

dan dokumentasi dari PPID
Pembantu;

Melakukan
verifikasi bahan
informasi

dan dokumentasi
publik;

Menyimpan, mendokumentasikan, Menyediakan |nf9rma5|
dan dokumentasi

. . .- QL//(
menyediakan, dan memberi Melakukan“\ Untuk diakses oleh w/)
&

pelayanan .
. . i pemutakhiran masyarakat;
informasi dan dokumentasi kepada informasi dan

publik; dokumentasi;




KOMISI INFORMASI PUSAT
REPUBLIK INDONESIA

KOMISI INFORMASI adalah lembaga
mandiri yang berfungsi menjalankan
Undang-Undang KIP dan peraturan

pelaksanannya menetapkan petunjuk
teknis dan menyelesaikan Sengketa
Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau
Ajudikasi nonlitigasi.

Pasal 23 UU KIP




KOMISI INFORMASI PUSAT
REPUBLIK INDONESIA

Yang dimaksud dengan “mandiri” adalah

independen dalam menjalankan wewenang serta

tugas dan fungsinya termasuk dalam memutuskan
Sengketa Informasi Publik dengan berdasar pada Undang-
Undang KIP, keadilan, kepentingan umum, dan
kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Yang dimaksud “Ajudikasi nonlitigasi” adalah penyelesaian
sengketa Ajudikasi di luar pengadilan yang putusannya

memiliki kekuatan setara dengan putusan pengadilan.

&




KOMISI INFORMASI PUSAT
REPUBLIK INDONESIA

menerima, memeriksa, dan memutus

permohonan penyelesaian Sengketa Informasi
Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi
yang diajukan oleh setiap Pemohon Informasi Publik
TU GAS berdasar alasan sebagaimana dimaksud dalam UU
KIP;

(O M ISI menerima, memeriksa, dan memutus sengketa informasi publik di
—> daerah selama KI Provinsi dan/atau Kl kabupaten/kota belum

N FORMASI terbentuk;

kan kebijakan umum pelayanan informasi publik; dan
—> menetap ] ;
P USAT menetapkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis.

menetapkan prosedur pelaksanaan penyelesaian sengketa melalui
Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlititasi; (penjelasan: prosedur beracara
dibidang penyelesaian sengketa informasi oleh Komisi Informasi)

oS /
L ]

v

memberikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya St 4 \

Perwakilan Rakyat Rl setahun sekali atau sewaktu-waktu

berdasarkan UU KIP kepada Presiden dan Dewan /r
jika diminta é




WEWENANG
KOMISI
NFORMASI
PUSAT

KOMISI INFORMASI PUSAT
REPUBLIK INDONESIA

(1) Dalam menjalankan tugasnya, Komisi
Informasi memiliki wewenang:
a. memanggil dan/atau mempertemukan para pihak
yang bersengketa;
. meminta catatan atau bahan yang relevan yang
dimiliki oleh Badan Publik terkait untuk mengambil

keputusan dalam upaya menyelesaikan Sengketa
Informasi Publik;

. meminta keterangan atau menghadirkan pejabat
Badan Publik ataupun pihak yang terkait sebagai
saksi dalam penyelesaian Sengketa Informasi Publik;

. mengambil sumpah setiap saksi yang didengar
keterangannya dalam Ajudikasi nonlitigasi
penyelesaian Sengketa Informasi Publik; dan

. membuat kode etik yang diumumkan kepada
sehingga masyarakat dapat menilai kinerja Komisi
Informasi.




KOMISI INFORMASI PUSAT
REPUBLIK INDONESIA

. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2008
REG U LASI tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa

(Berita Negara Republik Indonesia No. 1899,
KOMISI e Negara fep

N FORMASl 2. Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat Nomor
01/KEP/KIP/ 2018 tentang Prosedur Penghentian

DUS,A‘T Proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

yang tidak Dilakukan dengan Sungguh-sungguh

TAHUN dan Itikad Baik; dan

. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019
2018 = 20 19 tentang Standar Layanan dan Prosedur S,
Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilu dan /’)

Pemilihan; gf
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TINGKAT PARTISIPASI BADAN PUBLIK DALAM PEMERINGKATAN
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2015 - 2018




GEDE NARAYANA S.E. MSi

KETUA KOMISI INFORMASI PUSAT REPUBLIK INDONESIA

Tempat [anggal Lahir

Mamat Kantar Telepon Kantor; Alamat Email
| ' P G368 JAT pant 11D gedenarsyanadSidyshoo.com
: (TR T r T
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TERIMA KASIH
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